
 
 

BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 88 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

BUPATI PANGANDARAN, 
 

Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik 

spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai 
pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, 

antar periode maupun antar entitas; 
b. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah 

diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati 
Pangandaran Nomor 55 Tahun 2018, namun sehubungan 
telah diundangkannya Peraturan Pemerintah  Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
maka Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah dan 

disesuaikan dengan kebijakan akuntansi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagai upaya tertib 
administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c dan Bab 
VII.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah, bahwa pada saat Peraturan Menteri ini 

mulai berlaku Perkada yang mengatur mengenai kebijakan 
akuntansi pemerintah daerah ditetapkan paling lama 
tahun 2022 dan bahwa Kebijakan akuntansi tersebut 

disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam 
Peraturan Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan lembaran 
Negara Rebublik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5363); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor  31, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 2); 
 

  MEMUTUSKAN: 
   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH. 
   

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah Daerah Kabupaten Pangandaran. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi 
dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta 
penginterpretasian atas hasilnya.  

7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. 

8. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui 
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam 
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui 

pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan 
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan 

dalam APBD.  
9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, 
nomor dan tanggal efektif.  

10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik 
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan.  
11. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan 
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah 
Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk 
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan 
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.  

 
  BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

 
Pasal 2 

 
(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP 

Berbasis Akrual. 
(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas 

Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi akun. 
(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan 

dalam penyajian pelaporan keuangan. 
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(4) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan 
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP 

atas: 
a. pemilihan metode akuntansi atas Kebijakan Akuntansi 

dalam SAP; dan 

b. pengaturan lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi dalam 
SAP. 

 
  Pasal 3 

 
(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: 

a. Kerangka Kebijakan Akuntansi Konseptual; 

b. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan; 
c. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran; 

d. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas; 
e. Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan; 

f. Kebijakan Akuntansi Kas; 
g. Kebijakan Akuntansi Piutang; 
h. Kebijakan Akuntansi Persediaan; 

i. Kebijakan Akuntansi Investasi; 
j. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; 

k. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan; 
l. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 

m. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; 
n. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional; 
o. Kebijakan Akuntansi Laporan Koreksi; dan 

p. Kebijakan Akuntansi Laporan Konsolidasi. 
(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
 

  BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 4 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 55) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



- 6 - 
 

 

 

  Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 

 
Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 20 Desember 2022 
 
BUPATI PANGANDARAN, 

 
 

ttd. 
 

H. JEJE WIRADINATA 
 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 20 Desember 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGANDARAN, 

 
 

ttd. 

 
H. KUSDIANA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN 2022 NOMOR 88 
 
  



- 7 - 
 

 

 

LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
NOMOR 88 TAHUN 2022 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH 

 
 

 



 
19. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara 

menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh 

entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi 

akun timbal balik. 

 

20. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan 

laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris 

berada di bawahnya. 

 

21. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan 

pada lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris 

membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada 

Laporan Realisasi Anggaran lembaga teknis pemerintah daerah yang 

secara organisatoris membawahinya. 

b. Neraca BLUD digabungkan kepada neraca lembaga teknis pemerintah 

daerah yang secara organisatoris membawahinya. 

 

PENGUNGKAPAN  

22. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama 

entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-

masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.   

 

23. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik 

sebagaimana disebut pada paragraf 11, maka perlu diungkapkan nama-

nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula 

alasan belum dilaksanakannya eliminasi 

 

TANGGAL EFEKTIF 

24. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022. 

 

 
BUPATI PANGANDARAN, 

 
 

ttd. 
 
  H. JEJE WIRADINATA 


